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| TENTANG
| PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
~ PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
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BUPATI BOALEMO '

: Memmbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2
= Peraturan Pemerintah ‘Nomor 36 Tahun 20 19, tentang

pemberlan Tunjangan Han Raya kepada Pegawa1 Negeri

Slpll Prajurit Tentara Nas1ona1 Indones1a, Anggota"

‘ WKepohslan Negara Republik Indone31a, Pejabat Negara,

‘bersumber dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah; , ‘
- B b. bahwa berdasarkan Kawat darl Kementrlan Dalam Negeri -
e - T Repubhk Indones1a Nomor 188. 31/3889/SJ tanggal 15

Nomor 35 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor'~ g
36 Tahun 2019; o

. ibahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud )

- pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

' BupatiBoalemo teritang Pemberian Tunjangan Hari Raya

. |Kepada Pegawa1 Negen Slpll PeJabat Negara dan Anggota
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah di ngkunga.n
Pemermtah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Undang—Undang ‘Nomor 50 Tahun +.1999 tentang ;
| Pembentukan\ ‘Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
'Republik Indonesia Tahim>,19'9'9 Nomor 178, Tambahan

Penerima Pensmn, dan Penerlma Tunjangan yang S

Mei 2019 penhal penegasan tentang Peraturan Pemerintah o 7



Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3899)
sebagalmana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor
10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang
Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
77, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indones1a
Nomor 3965 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang ~Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 = tentang
‘Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang = Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1), el

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang‘ '
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, ‘Tambahan ;-
Lembaran 'Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576), |

-~ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

‘Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

' Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem |

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

“In’dOnésia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang s

~10.

11.

Pengelolaan Uang  Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4738),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan{ (Lembaran, Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 5165); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik‘ IndoneSia ,

Tahun 2016 Nomor 114, ‘Tambahan Lembaran Negara

. Repubhk Indonesia Nomor 5887);

12.

13

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ‘tentang‘

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian - Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu
ditetapkan  Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349)



14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

‘tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

‘Péngelolaan Keuangan Daerah (Berlta Negara Republlk

: Indones1a Tahun 2011 Nomor 310),

15,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta

' Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan Menten'

Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri’ Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk - Hukum Daerah
'(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor

< 157);
16.

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 38 Tahun 2018

,tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

' BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2019 (Benta Negara

18.

| e ,"Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor 70 1)
, :1,7.:
i 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun

Daerah (Lembaran ‘Daerah " Kabupaten Boélemo Tahuri |

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 171),

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20 19 (Lembaran Daerah Kabupaten

 Boalemo Tahun 2018 Nomor S5);

19.

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 ‘tentang

Penjabaran Anggaran ‘Pe'ndapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berlta Daerah Kabupaten Boalerno

f Tahun 2017 Nomor 739),




- Me"netap'kan

MEMUTUSKAN

i PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN .

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN o
RAKYAT ~DAERAH DI LIN GKUNGAN PEMERINTAH R
 KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019 |

Pasal 1

: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

(.

Pegawa1 Negeri Slp11 yang selanjutnya dlslngkat PNS

~adalah Pegawal,NegenSlpll Daerah Kabupaten Boalemo

~yang tercatat pada < administrasi = kepegawaian

@,
L ©).

~Pemer1ntah ‘Kabupaten Boalemo sesuai = ketentuan
~ peraturan perundang undangan

Pejabat Negara adalah Bupat1 dan Wak11 Bupat1

Kabupaten Boalemo

. Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang
, selanjutnya dlslngkat Anggoat DPRD adalah Anggota

DPRD Kabupaten Boalemo
Hari Raya adalah han raya Idul F1tr1
Tunjangan adalah Pembayaran yang dllakukan secara

teratur kepada karyawan yang dlbayarkan bersama

' dengan gaji.

Gaji adalah hak pegawal yang diterima dan dlnyatakan
dalam bentuk uang sebaga1 imbalan dari- pemberi kerja
kepada pegawa1 yang ditetapkan dan dlbayarkan

menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang—undangan

Pasal 2
PNS, PeJabat Negara dan Anggota DPRD d1ber1kan

’ ‘Tunjangan Han Raya.

| PNS sebaga_lmana dlmaksud pada ayat (1) termasuk

Calon PNS:
PNS sebagmmana dimaksud pada ayat (1) tidak
terrnasuk PNS yang sedang menjalam cuti di luar

tanggungan negara atau yang d1tugaskan di luar

~ instansi pemermtah baik di dalam maupun di luar




- negeri yang gajlnya dibayar oleh 1nstans1 tempatf

penugasannya

Pasal 3
TunJangan Hari Raya bagi PNS Pejabat Negara dan
Anggota DPRD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2

- ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2

@

~ sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dlmaksud pada

@

(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Dalam hal penghasﬂan 1 ( atu) bulan pada 2 (dua) bulan

ayat (1) belum dlbayarkan sebesar penghasﬂan yang.

seharusnya‘ diterima karena berubahnya penghasilan,

- kepada yang bersangkutan tetap: d1ber1kan selisih

kekurangan TunJangan Hari Raya.

Penghasﬂan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

‘diberikan bagl PNS Pe_]abat Negara dan Anggota DPRD

meliputi gaji pokok tunJangan keluarga dan tunjangan'
jabatan atau tun_]angan umum,
Besaran penghasﬂan , sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) tidak termasuk jenis tunJangan bahaya

tunjangan res1ko, tunjangan pengamanan, tunjangan

- profesi atau. tunJangan khusus’ guru dan dosen atau

8

(6)

tunjangan kehormatan, tambahan penghasﬂan bagl
guru PNS, - 1nSent1f - khusus, tunjangan  selisih
penghasﬂan, tunJangan penghldupan luar negeri, dan
tunjangan lain yang  sejenis dengan tunjangan
kompensa31 atau tunjangan bahaya serta tunjangan

atau 1nsent1f yang dltetapkan dengan peraturan

~ perundang—undangan atau peraturan mternal

kementenan/ lembaga dan penghasﬂan lam d1 Iuar
sebagalmana d1maksud ‘pada ayat (3).

Penghasﬂan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) tldak
dikenakan potongan 1uran dan/ atau potongan lam
berdasarkan ketentuan; ;peraturan, perundang-i
undangan

Penghasﬂan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

dlkenakan pajak penghasﬂan sesua.l dengan ketentuan




@

(1)

(3)

- peraturan . perundang-undangan dan, | ditanggung'

pemerintah.

Pasal 4

,Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling ‘cepat 10

(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. |
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ‘belum dapat dibayarkan; ’I‘unjangan Har1
Raya dapat dibayarkan‘ setelah tahggal Hari Raya.

; - Pasal 5 s
Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD

menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana

~ dimaksud dalam PaSal 3 maka Tunjangan Hari Raya

diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. -

Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD
‘menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan‘Haﬁ Raya maka | :

~ kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan |

wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan

ketentukanperaturan perundang-undangan.

Pasal 6
Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara :
dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas -
diberikan ’I‘unjangan Hari Raya yaitu sebesar
penghasﬂan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan Hari Raya.
Penerima ga_]l dari PNS, Pejabat Negara dan Anggota
DPRD yang dlnyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari
Raya yaitu sebesar penghasﬂan 1 (satu) bulan pada 2
(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
Pembayaran = Tunjangan Hari Raya ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada
DPA masing-masing SOPD Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran 2019

Pasal 7

Peraturan- Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada  tanggal

dlundangkan




- (BERITAD

Agar setiap orang dapat mehget‘ahuinya}.( , meiherintahkan
penguridangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

: Y DARWIS MORIDU

- Di ;undangkah di Tilaniuta
Pada tanggal |] ey 2019 |
SEKREJARIS DPAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A
AERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 1)




